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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap
kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
diharapkan dapat meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya,

bahwa adanya peningkatan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik yang semakin berkualitas dan
terpercaya dengan penyesuaian dan penyempurnaan
kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
maka diharapkan semakin memberikan manfaat
terhadap kebutuhan masyarakat;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah = Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor
16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor
16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada
Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan
referensi Arsitektur SPBE Nasional.

(3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang digunakan sebagai pedoman dalam proses
integrasi Layanan SPBE di Daerah dengan instansi
pusat.

(4) Arsitektur...
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(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan
informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,
dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(5) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi
arsitektur yang memuat:

a.

b.

e a0

Domain Arsitektur Proses Bisnis SPBE;
Domain Arsitektur data dan informasi SPBE;
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
Domain Arsitektur Aplikasi SPBE,;

Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
Domain Arsitektur Layanan SPBE.

(6) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah
mengacu pada Arsitektur SPBE.

(7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan
Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

(10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilakukan berdasarkan:

a.
b.

d.

perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di
Pemerintah Daerah;

perubahan pada wunsur SPBE Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf i; atau

perubahan RPJMD.

(11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh
Bupati.

2. Ketentuan...
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

6)

(7)

(8)

Pasal 8

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman
pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE,
RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE;

Layanan SPBE;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE; dan

@ ome a0 T

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi antara Daerah
dengan instansi pusat.

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan
Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi
dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional,

b. perubahan rencana  strategis Pemerintah
Daerah;

b. perubahan Arsitektur SPBE; atau

c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE
Pemerintah Daerah.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati.

3. Ketentuan...
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3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

Pasal 16

Penggunaan Pusat Data  bertujuan  untuk
meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan
sumber daya Pemerintah Daerah.

Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. Pusat Data nasional; atau

b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh
Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data
Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai
kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika dan membuat
keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah menempatkan data dan/atau Server-nya di
Pusat Data.

Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyediakan jaminan co-location, keamanan server
dan up-time Server.

Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat
mengadakan Server sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas
virtual private Server beserta konfigurasi dan
perawatan Server di Pusat Data.

Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan
layanan Pusat Data di Daerah.

Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan
tersedia, Pemerintah Daerah harus
mengintegrasikan layanan Pusat Data di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
berlaku dalam hal Pemerintah Daerah memiliki
Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.

4. Ketentuan...



4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(4)

©)

Pasal 19

Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan informasi antar
simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan
Intra Pemerintah Daerah.

Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan
layanan Jaringan Intra di Daerah.

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri
oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun
oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pemerintah Daerah harus mengelola dan
mengendalikan keamanan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah.

Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra
pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan siber.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 22

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk
memudahkan dalam melakukan Integrasi antar
Layanan SPBE.

(2) Setiap...



(2)

(3)

(4)

(5)

i

Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan
Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE
yang membutuhkan Integrasi dengan data dan/atau
layanan SPBE yang dikelolanya.

Sistem Penghubung Layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan

instansi pusat, Pemerintah Daerah melalui

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan
instansi pusat;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar
Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan

dari lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat
Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan

Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra
Perangkat Daerah yang membutuhkan;

b. memenuhi standar Interoperabilitas antar
Layanan SPBE; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dan keamanan dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

6. Ketentuan...
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 23

Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah
untuk memberikan Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang
mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

perencanaan;

penganggaran,;

pengadaan barang dan jasa pemerintah;
akuntabilitas kinerja;

pemantauan dan evaluasi;

kearsipan;

kepegawaian; dan

. pengaduan pelayanan publik.

TR e a0 o

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika setelah mendapat
pertimbangan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika.

Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan
aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum
Aplikasi Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap
penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;

c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang
disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi
pada Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

(8) Aplikasi...
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(11)

(12)

(13)
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Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh
setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yang dalam pelaksanaannya
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) harus menggunakan kode program yang
berlisensi dan/atau bersifat open source.

Keterpaduan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika dan harus didasarkan
pada Arsitektur SPBE.

Pelaksanaan perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagai berikut:

a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan
dan/atau pengembangan Aplikasi Umum
dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Perangkat
Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika  apabila Aplikasi Umum belum
ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
dan

b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari
Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika dapat merencanakan, membangun,
memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi
penghubung antar Aplikasi Umum.

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik
Layanan harus sesuai dengan standar
Interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan
sistem informasi antar muka dan akses.

Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang
satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

(14) Perangkat...
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(14) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

(15)

(16)

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
melaksanakan pembangunan dan/atau
pengembangan aplikasi SPBE sesuai siklus
pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
yang meliputi tahap:

a. kajian kebutuhan,;

b. perencanaan;

c. rancang bangun;

d. implementasi,;

e. pengujian kelaikan;
f. pemeliharaan; dan

g. evaluasi.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan
SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna
SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika menyusun pedoman yang mengatur
keterpaduan dan pengendalian pembangunan
dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus
pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika sebagai pemilik
Layanan SPBE.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2

(3)

Pasal 35

Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf c¢ bertujuan untuk
menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir,
terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen data dilakukan melalui serangkaian
proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data
referensi, basis data, kualitas data, dan
interoperabilitas data.

Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
data SPBE.

(4) Dalam...
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Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat
Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
konsultasi dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

(4)

(5)

Pasal 41

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri
atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;

b. audit Aplikasi SPBE; dan

c. audit Keamanan SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan
komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi
yang dihasilkan; dan

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi
lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah
atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
dilaksanakan  berdasarkan kebijakan umum
penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
melakukan persiapan pelaksanaan Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
kegiatan dimaksud.

Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim persiapan
pelaksanaan dalam rangka Audit Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

Pasal II...
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal I Jul 2023

4 BUPATI BOYOLALI, /
ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1t jul 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI 17 UKZRTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009




